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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Yuridis Penanganan Hisab dan Rukyat Pada Pengadilan Agama 
dan Kementerian Agama RI 
1. Peradilan Agama 
Penanganan dan pelaksanaan hisab dan rukyat secara umum semula 
dilakukan oleh Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam 
Departemen Agama RI (baca Kementerian Agama RI) di bawah 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 
Haji Depertemen Agama RI (Ditjen Bimas Islam dan PH) yang 
bertanggungjawab kepada Menteri Agama RI. Pelaksanaan dan tugas 
teknis operasionalnya ditangani oleh Subdit Pertimbangan Hukum 
Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam. Sedang wadah 
komunikasi dan pemersatu aspirasi umat Islam di bidang hisab rukyat dan 
hari raya ditangani oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI 
(BHR). Ketua BHR Departemen Agama RI dijabat secara ex offisio oleh 
Direktur Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam. 
Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 1972 tentang Pembentukan BHR 
Kementerian Agama.
22
 Surat Keputusan Nomor 76 tahun 1972 di atas 
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 Isi SK Menteri Agama RI sebagai berikut: pertama, membentuk BHR Departemen 
Agama. Kedua, tugas BHR tersebut adalah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama 
dalam penentuan permulaan tanggal Bulan-Bulan Kamariah. Ketiga, kepengurusan BHR tersebut 
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Angota tetap dan anggota tersebar. Keempat, 
anggota tetap tersebut merupakan pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari, 
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ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 tentang 
Personalia BHR Departemen Agama.
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Dalam pelantikan pengurus dan anggota BHR, H.A.Mukti Ali 
(Menteri Agama RI) menyampaikan pidato dan pandangannya bahwa tiga 
hal penting yang berkaitan dengan terbentuknya BHR tersebut. Pertama, 
menentukan hari-hari besar Islam dan hari libur nasional yang berlaku 
seluruh Indonesia. Kedua, menyatukan penentuan awal bulan Islam yang 
berkaitan dengan ibadah umat Islam, seperti 1 Ramadan, 1 Syawal (Idul 
Fitri), 10 Zulhijah (Idul Adha). Ketiga, menjaga persatuan umat Islam dan 
mengupayakan pertentangan dan perbedaan dalam pandangan ahli hisab 
dan rukyat dan meminimalisir adanya perbedaan dalam partisipasi untuk 
membangun bangsa dan negara.
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Selain itu, ada hal yang menarik dari pidato yang disampaikan oleh 
Menteri Agama RI dalam pelantikan BHR tersebut, beliau menyatakan 
bahwa : Matahari telah tinggi berada di ufuk, umat Islam lama terpanggil 
                                                                                                                                                                      
sedangkan anggota tersebar bersidang dalam waktu-waktu tertentu menurut keperluan. Kelima, 
anggota tersebut diangkat dengan keputusan tersendiri oleh Ditjen Bimas Islam dan PH. Keenam, 
BHR tersebut dalam melakukan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktorat Badan Peradilan 
Agama Islam. Ketujuh, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretatis dan anggota diberikan honorarium 
menurut peraturan yang berlaku. Kedelapan, segala pengerluaran dan biaya-biaya dari BHR 
tersebut dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Agama yang seleras untuk keperluan 
dimaksud. Kesembilan, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Baca Badan Hisab dan 
Rukyat Kementerian Agama. 1981. Almanak Hisab & Rukyat. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan 
Peradilan Agama Islam. Hal, 24-25. 
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 H.A.Mukti Ali (Menteri Agama RI) melantik personalia/susunan pengurus dan anggota 
BHR, pada tanggal 23 September 1972. Diktum isi SK Susunan BHR sebagai berikut : 
Sa’aduddin Djambek (Jakarta, sebagai Ketua), A.wasit Aulawi, MA (Jakarta, sebagai Wakil 
Ketua), Drs. Djabir Manshur (Jakarta, sebagai Sekretaris), H.Zaini Ahmad Noeh (Jakarta, sebagai 
anggota), Drs. Susanto (Jakarta, sebagai anggota), Drs. Santoso (Jakarta, sebagai anggota), Rodi 
Saleh (Jakarta, sebagai anggota), K.H. Djunaidi (Jakarta, sebagai anggota), Kapten Laut Muhadji 
(Jakarta, sebagai anggota), Drs. Penuh Dali (Jakarta, sebagai anggota), dan Sjarifuddin, BA. 
(Jakarta, sebagai anggota). Hal, 25-26. 
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22 
 
sudah untuk menunaikan tugasnya membina umat, bangsa dan negara. 
Tetapi kalau soal seperti menentukan permulaan dan akhir bulan puasa 
saja, umat Islam belum dapat menemukan jalan dan cara untuk 
menyatukannya, dirasakan sulit masih bagi umat Islam di Indonesia ini 
untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan-pekerjaan besar 
hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar.
25
 Baik hisab 
maupun rukyat sasarannya adalah satu, ialah ‚hilal‛, atau bulan tanggal 
satu Kamariah. Kalau memang sasarannya satu, tetapi terdapat 
perbedaan, maka hal itu disebabkan karena: Pertama, mungkin hisabnya 
yang salah, atau. Kedua, mungkin rukyatnya yang kurang tepat. Ketiga, 
mungkin kedua-duanya, hisab dan rukyat yang tidak betul. Jika hisabnya 
betul dan rukyatnya tepat, maka pasti akan menemukan sasarannya yang 
satu itu, ialah ‚hilal‛ tanggal satu awal bulan Kamariah.26 
Dengan demikian, termasuk pelaksanaan di bidang hisab dan rukyat 
serta pembinaanya yang sebelum ditangani oleh Direktorat Pembinan 
Badan Peradilan Agama beralih dan menjadi tanggungjawab Direktorat 
Urusan Agama Islam Direktorat Bimbangan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI pada Subdit Pembinaan 
Syariah dan Hisab Rukyat. Sesuai dengan pasal 52A Undang-undang 
Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
tahuh 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi ‚Pengadilan Agama 
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 Departemen Agama RI. 1983/1984. Pedoman Teknik Rukyat. Jakarta : Proyek Pembinaan 
Badan Peradilan Agama Dijten Binbaga Islam Kementerian Agama. Hal, 101.  
26
 Ibid. Hal, 102. 
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memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal Bulan 
pada tahun Hijriah‛. Sejak Undang-undang itu berlaku, Direktorat Badan 
Peradilan Agama hanya menangani regulasi perkara/permohonan isbat 
kesaksian rukyatul hilal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun Hijriah yang 
dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota. Pelaksanaan rukyatul hilal di daerah dikoordinir oleh 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pengadilan 
Agama, pemerintah daerah, ormas Islam, Perguruan Tinggi, pondok 
pesantren, para ahli hisab rukyat dan tokoh masyarakat. 
Bagan 1 
Struktur Organisasi Ditjen Badilag MARI 
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2. Kementerian Agama RI 
Sebelum momentum satu atap sistem Peradilan di bawah 
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditandai dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut 
pada alenia 4 menyatakan bahwa: Dengan berlakunya undang-undang ini, 
pembinaan badan Peradilan umum, badan Peradilan Agama, badan 
Peradilan Militer dan badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di 
bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan 
Peradilan Agama yang spesifik dalam sistem Peradilan nasional, 
pembinaan terhadap badan Peradilan dilakukan dengan memperhatikan 
saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
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Pada alenia 5 : Perubahan Undang-undang tersebut telah membawa 
perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan 
kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan 
umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, 
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.
28
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 Selengkapnya baca penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
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 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. 2004. 
Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan  
Agama Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Hal, 482-483. 
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Keterlibatan Pengadilan Agama/hakim dalam penanganan masalah 
hisab dan rukyat ini merupakan dari hukum Islam. Dimana pemerintahlah 
yang berwenang menerapkan persoalan awal bulan Kamariah, terutama 
dalam menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.  
Penanganan hisab dan rukyat sebelum Peradilan Agama satu atap 
dengan Mahkamah Agung RI menjadi tanggungjawab di bawah Sub 
Direktorat Hisab dan Rukyat (eselon III) Ditjen Badilag dengan dibantu 2 
Kepala Seksi (Kasi) yaitu Kasi Penyiatan Hisab Rukyat, dan Kasi 
Perangkat dan Ketenagaan Hisab Rukyat dan tugas pembinaan dan 
pelayanan masyarakat di bidang hisab dan rukyat. 
Bagan 2 
Struktur Organisasi Ditbinpera Ditjen Bimas Islam dan PHDA RI 
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Bagan struktur di atas adalah struktur organsiasi Direktorat 
Pembinaan Peradilan Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI,  
penanganan pembinaan teknis, kegiatan dan pelayanan hisab rukyat 
dikoordinasikan oleh Sub Direktorat Hisab Rukyat dan Sumpah (eselon 
III) yang terdiri dari Seksi Penyiapan Hisab Rukyat, Seksi Perangkat & 
Ketenagaan Hisab Rukyat dan Seksi Sumpah Keagamaan. Setelah 
Peradilan satu atap dengan Mahkamah Agung RI penanganan hisab 
rukyat bersifat teknis dan tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat. 
B. Asal Usul Penggunaan Metode Hisab dan Rukyat  
1. Metode Hisab 
Kata h}isa>b adalah berasal dari bahasa Arab isim masdar, yaitu 
h}asiba-yah}sibu-h{isa>ban wa h}isa>batan, berarti menghitung. Secara bahasa 
bermakna menghitung (‘adda), kalkulasi (ah}s}a), dan mengukur (qadara).29 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hisab adalah hitungan; 
perhitungan; dan perkiraan.
30
  
Ilmu hisab disebut juga Astronomi, berasal dari bahasa Yunani 
(astro = bintang; nomos = ilmu) yakni ilmu perbintangan. Hisab juga 
                                                             
29
 Majma’ Lughah al-‘Arabiyah Republik Arab Mesir. t.t. Al-Mu’jam al-Wajiz. Kairo. Hal, 
149. 
30
 Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. 
Jakarta : Balai Pustaka. Hal, 405. 
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biasa disebut dengan Falak artinya tempat jalannya bintang (garis edar 
benda-benda langit).
31
  
Hisab, falak, astronomi, dan peredaran bumi-bulan-matahari 
dijelaskan dalam al-Qur’an. Allah swt telah berfirman dalam surat Yu>nus 
ayat 5 : 
                      
                       
       
Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan bercahaya 
dan Dia-lah yang Menetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) 
orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). 
Allah tidak menciptakan demikian dengan benar. Dia Menjelaskan tanda-
tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.32 
                                
                         
       
Artinya: Dan Kami Jadikan malam dan siang sebagai dua tanda 
(kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami 
Jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu (dapat) mencari 
kurnia dari Tuhan-mu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun-tahun 
dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami Terangkan 
dengan jelas.33 
                                                             
31
 Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Gresik. 2015. Ilmu Hisab, Ilmu Nujum, Hukum 
Mempelajari Ilmu Hisab, Sejarah Ilmu Hisab, Tokoh-Tokoh Hisab Indonesia, Klasifikasi Hisab. 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=129923465409&story_fbid=10151586410870410, 
diakses pada tanggal 4 September 2017, pukul 20.15. 
32
 Al-Qur’an dan Terjemahnya. 2010. Departemen Agama RI. Bandung : Penerbit CV 
Diponegoro. Surat Yu>nus (10) : 5  
33
 Ibid. Surat al-Isra>’ (17) : 12 
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      
Artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan.34 
                          
Artinya: Dan Dia-lah yang telah Menciptakan malam dan siang, matahari 
dan Bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.35 
                      
     
Artinya: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar Bulan dan malam pun 
tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis 
edarnya.36 
Atas dasar itu, beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa 
pada pokoknya penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan 
hisab, 
 ِاب َِْ  ِ َن ْ ُ َ ْنَأ  ِ ْشَّلا   َِب ْ ِإ ْ ِ  ُ َْ ْ َ 
Artinya: Pada asasnya penetapan Bulan Kamariah itu adalah dengan 
hisab.37 
Pada mula perkembangan metode hisab di zaman Nabi saw dan 
pengetahuan masyarakat Arab mengenai benda-benda langit pada saat ini 
lebih banyak bersifat pengetahuan perbintangan praktis untuk 
kepentingan petunjuk jalan di tengah padang pasir di malam hari. Mereka 
                                                             
34
 Ibid. Surat ar-Rah{ma>n (55) : 5 
35
 Ibid. Surat al-Anbiya>’ (21) : 33  
36
 Ibid. Surat Ya> Si>n (36) : 40 
37
 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammmadiyah. 2009. Pedoman Hisab 
Muhammadiyah. Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammmadiyah. Hal, 
14. 
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pada saat itu belum mempunyai pengetahuan canggih untuk melakukan 
perhitungan astronomis sebagaimana telah dikembangkan oleh bangsa-
bangsa Babilonia, India, dan Yunani. Oleh karena itu, penentuan waktu-
waktu ibadah, khususnya Ramadan dan Idul fitri, pada masa Nabi saw 
didasarkan kepada rukyat fisik, karena inilah metode yang tersedia dan 
mungkin dilakukan di zaman tersebut.
38
 Nabi saw sendiri mengatakan, 
 لبق وْنَع ُ شَّللَّ  َيِضَر  ََمُع َنْب  ْنَع : َمشَّلَسَو ِوْيَلَع ُ شَّللَّ  ىشَّل َ ِِّبشَّنا  لبق
 : ًةشَّ َم ِنِْع َ   َذ ََىَو  َذ ََى  ُ ْشَّلا  ُب َُْنَ َلََو ُبُت َْن َلَ ٌةشَّي ُِّمأ ٌةشَُّمأ شَّنَِّإ
 َ  ِ َ َ ًةشَّ َمَو َن ِ ْلِعَو ًةَع ْ ِ 
Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda: 
‚Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi yang tidak dapat menulis 
dan menghitung. Jumlah Bulan ini seperti ini dan seperti ini dan seperti 
ini, maksudnya, satu Bulan terkadang jumlahnya dua puluh sembilan hari 
dan kadang kali tiga puluh hari). 39 
Hadis diatas tersebut menunjukkan bahwa perintah Nabi saw agar 
melakukan rukyat itu adalah perintah yang disertai illat, yaitu keadaan 
ummat masih ummi. Keadaan ummi artinya belum menguasai baca tulis 
dan ilmu hisab (astronomi), sehingga apabila keadaan itu telah berlalu, 
maka perintah tersebut tidak berlaku lagi, yaitu hisab boleh digunakan 
dan lebih utama untuk dipakai.
40
 Cara yang mungkin dan dapat dilakukan 
pada masa itu adalah dengan melihat hilal (Bulan) secara langsung. Bila 
hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan 
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 Al-Bukha>ri >. 1994/1414. S}ahi>h al-Bukha>ri>. II. Ttp.: Da>r Al-Fikr. Hal, 281, hadis no. 1913, 
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keesokan harinya dan hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan 
30 hari dan bulan baru dimulai lusa.
41
 Sesuai dengan kaidah fikih yang 
berbunyi, 
 َ َمُرْو ُ َ ُم ُْ ْ َ  ِوِتشَّلِع  ُ ُو ِو ِ ََسَو ْوبًم ََعَو  ًد 
Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat dan 
sebabnya.42 
Maka ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku 
lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca 
sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka 
rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, kembali 
kepada semangat umum dari al-Quran, yaitu melakukan perhitungan 
(hisab) untuk menentukan awal bulan baru Kamariah.
43
 
Jadi pengertian ilmu hisab yang dimaksud dalam studi ini adalah 
salah satu ilmu yang mempelajari perhitungan gerak benda-benda langit 
berdasarkan garis edarnya. Benda-benda langit yang dimaksud adalah 
matahari, bulan, planet dan lain-lainnya. Ilmu hisab yang akan kita bahas 
adalah perhitungan pergerakan posisi hilal pada akhir bulan Kamariah 
untuk menetukan awal bulan tanggal satu dalam kalender Hijriah, seperti 
menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah.  
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2. Metode Rukyat 
Kata ru’yah  adalah berasal dari bahasa Arab isim masdar dari ra’a-
yara-ra’yan wa ru’yatan, bentuk pluralnya ru’yan dan ra’yan. Artinya 
menurut bahasa adalah melihat (al-naz}ar) dengan kata lain mempunyai 
makna melihat dengan mata langsung atau kasat mata (bil’ain), bisa pula 
bermakna melihat dengan ilmu (bil’ilmi).44 Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, kata rukyat adalah : 1) perihal melihat bulan tanggal satu 
untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadan; 2) 
penglihatan, pengamatan.
45
 
Kata rukyat selalu dihubungkan dengan kata al-hila>l, sehingga 
menjadi rukyatul hilal. Disebut hilal, adalah karena kemunculannya pada 
malam pertama awal bulan Kamariah. Rukyatul hilal yang dimaksud 
dalam studi ini adalah melihat hilal di akhir bulan Syakban untuk 
menentukan tanggal 1 Ramadan, dan akhir bulan Ramadan untuk 
menentukan tanggal 1 Syawal. Sedangkan hukum rukyatul hilal adalah 
fard}u kifayah.  
Rukyatul hilal adalah aktivitas kegiatan melihat hilal secara 
langsung (kasat mata) dan boleh menggunakan alat bantu, misalnya 
teropong, teleskop, theodolit dan binocolar, pada akhir bulan menjelang 
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 Muh}ammad Ibn Abi Bakr Ibn ‘Abd al-Qadi>r al-Ra>zi>. 1424 H/2003 M. Mukhtar al-S{ah}h}ah. 
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awal bulan Kamariah untuk menentukan tanggal satu Ramadan dan 
Syawal. 
Dalam hadis Rasulullah saw. kata ‚rukyat‛ yang dihubungkan 
‚hilal‛ sebagai berikut: 
Pertama, kesaksian rukyatul hilal Ramadan yang didasarkan hadis 
Rasulullah saw dari Ibnu Umar: 
 ِّنَّأ َمشَّلَسَو ِوْيَلَع ُ شَّللَّ  ىشَّل َ ِشَّللَّ  َل ُسَر  ُ ْ َ ْخََأف َل َِْلْ  ُسبشَّنا  ىَء َ َ
 ِوِمبَي ِِب َسبشَّنا   َََمأَو ُوَمب ََف ُوُت ْ ََأر. 
Artinya: Orang-orang melihat hilal, kemudian saya sampaikan Rasulullah 
saw, ‚Sesungguhnya saya melihatnya (hilal), kemudian beliau berpuasa 
dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa).46 
Kedua, kesaksian rukyatul hilal Ramadan yang didasarkan hadis 
Rasulullah saw dari Ibnu Abbas: 
 َل َِْلْ  ُت ََْأر ِّنِّإ َلبَق َف َمشَّلَسَو ِوْيَلَع ُ شَّللَّ  ىشَّل َ ِِّبشَّنا  َلَِإ ٌّبِ َْعَأ َءبَج
 ْمَع َن َلَبق ِشَّللَّ  ُل ُسَر   ًشَّمَُمُ شَّنَأ  ُ َْل ََأ ُ شَّللَّ  شَّلَِإ َوَِاإ َلَ ْنَأ  ُ َْل ََأ َلَبق
  ًَغ  ُم  ُ َ ْنَأ ِسبشَّنا   ِ ْنَِّذأ ُل َِب َيَ َلَبق.  
Artinya: Telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad saw 
kemudian berkata, ‚Sungguh saya telah melihat hilal. Rasulullah 
bertanya, ‚Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 
bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah? ‛Orang 
tersebut menjawab, ‚Ya‛. Lalu Rasulullah bersabda, ‚Wahai Bilal, 
umumkan kepada manusia (khalayak) agar mereka berpuasa besok‛. 47 
                                                             
46
 Abu Dawud dalam Sunan-nya, hadis  no. 1995; Al-Darimi dalam Sunan-nya, hadis no, 
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بَم ُ ْ نَع ُ شَّللَّ  َيِضَر  ََمُع ِنْب ِشَّللَّ   ِ َْع ْنَع  ٍِفَنَّ ْنَع  ِشَّللَّ  َل ُسَر شَّنَأ
  ْو َ َ  شَّتََّح  ُم  ُ َ َلَ َلبَق َف َنبَضَمَر  َََكذ َمشَّلَسَو ِوْيَلَع ُ شَّللَّ  ىشَّل َ
 ُوَا  وُر ُْقَبف ْم ُْيَلَع شَّمُغ ْنَِإف ُهْو َ َ  شَّتََّح  و ُِطْف ُ  َلََو َل َِْلْ  
Artinya: Dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah 
Saw. mengingatkan pada Bulan Ramadan, beliau bersabda: ‚Janganlah 
kalian semua berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian 
berbuka sehingga kalian melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, maka 
hitunglah Bulan itu.48 
C. Macam-Macam Metode Hisab 
Metode hisab yang dimaksud dalam studi ini adalah metode atau cara 
hitung-menghitung gerak dan posisi perjalanan benda langit matahari, bumi 
dan bulan. Kategori macam-macam metode hisab ini didasarkan atas 
keakuarasian  data, penggunaan rumus, dan metode perhitungannya  dari 
yang sederhana, sedang  dan panjang, serta koreksi-koreksi data yang 
digunakannya. Metode hisab dibagi tiga macam, yaitu 1) ilmu hisab hakiki 
takribi, 2) ilmu hisab hakiki tahkiki, dan 3) ilmu hisab hakiki kontemporer. 49 
1. Hisab Hakiki Takribi 
Kelompok metode hisab ini mempergunakan data bulan dan 
matahari berdasarkan data tabel Ulugh Beg dengan proses perhitungan 
yang sederhana.
50
 Hisab sistem ini hanya dengan cara tambah, kurang, 
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 Sriyatin Shodiq. 1995. Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Kamariah 
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kali, dan bagi, tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola.
51
 Yang 
termasuk kelompok ini antara lain adalah: 
a. Sullam al-Nayyirain oleh Muhammad Manshur bin Abd. Hamid bin 
Muhammad Damiri al-Betawi. 
b. Tadhkirat al-Ikhwan oleh KH. Dahla>n  al-Semarangi. 
c. Bulu>gh al-Wat}a>r karya Ah}mad Dahla>n  bin ‘Abd Allah al-Samarani. 
d. Fath} al-Rauf al-Mana>n karya Abu> Hamda>n‘Abd al-Jali>l bin‘Abd al-
H}ami>d Qudus. 
e. Risa>lat al-Qamarayn karya Muh}ammad Nawawi Yu>nus al-Kadiri. 
f. Risa>lat Syams al-Hila>l  karya Nu>r Ahmad Shadiq bin Saryani al-
Jepara. 
g. Al-Qawa>id al-Falakiyah karya ‘Abd Fath al-Sa’i>d al-Thu>hi> al-Falaki. 
h. Hisab Matahari dan Bulan karya Anwar Katsir Malang. 
i. Awa>il al-Falakiyah karya Sriyatin Shodiq Surabaya. 
j. Faidh al-Kari>m al-Rauf karya Ahmad Gha>zali Muh}ammad Fath} 
Allah, Pamekasan. 
2. Hisab Hakiki Tahkiki 
Kelompok metode ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah 
dikoreksi dan mempergunakan perhitungan yang relatif lebih rumit 
daripada kelompok pertama, serta memakai ilmu ukur segitiga bola.
52
 
Yang termasuk kelompok ini antara lain: 
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a. Al-Mat}la’ al-Sa’i>d fi H}isa>ba>t al-Kawa>kib ‘ala Rushd al-Jadi>d karya 
Shaikh H}usayn Zaid al-Misri>. 
b. Al-Khula>s}ah al-Wa>fiyah karya Zubi>r ‘Umar al-Jaylani> Salatiga. 
c. Nata>ij Muntaha> al-Aqwa>l karya Shaikh Ah}mad Ash’ari> al-Basuruani. 
d. Risa>lat Badi>’ah al-Mitha>l karya Muh}ammad Ma’s}u>m bin ‘Ali 
(Jombang). 
e. Hisab Urfi & Hakiki karya Muhammad Wardan Yogyakarta. 
f. Nu>r al-Anwa>r  karya Nu>r Ahmad SS Jepara. 
g. Ittifaq Tha>t al-Bayn karya Muh}ammad Zubi>r ‘Abd al-Kari>m al-
Gresiki. 
h. Irsha>d al-Muri>d karya Ah}mad Gha>zali Muh}ammad Fath} Allah, 
Pamekasan. 
i. Tsamrat al-Fika>r karya Ahmad Gha>zali Muh}ammad Fath} Allah, 
Pamekasan. 
j. Al-Durru al-Anieq karya Ahmad Gha>zali Muh}ammad Fath} Allah, 
Pamekasan. 
3. Hisab Hakiki Kontemporer 
Kelompok metode ini mempergunakan tabel-tabel dan data 
mutakhir yang sudah di koreksi, serta mempergunakan perhitungan yang 
panjang dan memakai rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola.
53
 Yang 
termasuk kelompok ini antara lain: 
a. Newcomb karya Abdur Rachim Yogyakarta. 
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b. EW. Brown karya Tengku Muhamad Ali Muda Medan. 
c. Islamic Calender karya Mohammad Ilyas Malaysia. 
d. Astronomical Tables  of the Sun, Moon, and Planets karya Jean 
Meeus-Belgia. 
e. Almanac Nautica/Alamanak Nautika disalin Dinas Oseonografi 
Angkatan Laut- Jakarta. 
f. Ephemeris Hisab Rukyat disusun BHR/Kementerian Agama RI-
Jakarta. 
g. Mooncall karya Mounzur-Perancis. 
h. Accurate times karya Muhammad Odeh-Yordan. 
i. Mawaqit karya Khafid-Jakarta. 
j. Ephemeris Al-Falakiyah karya Sriyatin Shodiq-Surabaya 
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Bagan 3 
Sistem dan Aliran Penentuan Awal Bulan Kamariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sumber data :  Sriyatin Shodiq. Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan 
Awal Bulan Kamariah Berbagai Motode Hisab. 1995. 
D. Kriteria Awal Bulan Kamariah 
1. Waktu Ijtimak 
Dalam astronomi dijelaskan bahwa bulan bergerak mengelilingi 
bumi. Satu kali putaran bulan mengelilingi bumi dengan acuan 
(pengamat) bintang yang jauh yang disebut satu bulan sideris (sidereal 
month) ditempuh dalam waktu 27.321582 hari = 27 hari 7 jam 43 menit 
11.5 detik, disebut ijtimak pertama, namun bulan belum sempurna 
peredarannya, dan belum dapat dijadikan acuan awal bulan. Satu bulan 
sideris ini tepat sama dengan satu kali rotasi bulan terhadap sumbunya, 
Macam-Macam Metode Hisab 
dan Rukyat 
Rukyat bil Fi‟li Hisab 
Urfi Hakiki 
Takribi 
1. Sullamun Nayyirain 
2. Tadzkiratul Ikhwan 
3. Fathurraufil Manan 
4. Al-Qawaidul Falakiyah 
5. Awailul Falakiyah 
6. Risalatul Qamarain 
7. Risalah Syamsul Hilal 
8. Bulughul Wathor 
9. Faidhul Karim Al-Rauf 
10. Hisab Matahari dan 
Bulan 
Tahkiki 
1. Al-Mathaus Sa‟id 
2. Hisab Urfi dan Hakiki 
3. Nataijul Muntaha Aqwal 
4. Al-Khulasah Waliyah 
5. Risalah Badiatul Misal 
6. Nurul Anwar 
7. Ittifaq Dzatil Bain 
8. Irsyadul Murid 
9. Tsamratul Fikar 
10. Al-Durru Al-Anieq 
Kontemporer 
1. New Comb 
2. E.W. Brown 
3. Almanak Nautika 
4. Astronomi cal Almanac 
5. Accurate time 
6. Islamic Calender 
7. Ephemeris Hisab Rukyat 
8. Ephemeris Al-Falakiyah 
9. Moncall 
10. Mawaqid 
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sehingga selalu terlihat wajah bulan yang sama. Ketika bulan bergerak 
mengelilingi bumi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Setelah 
satu bulan sideris dilalui, dibutuhkan tambahan waktu 2 hari, agar bulan 
tepat satu bulan Kamariah didasarkan kepada waktu yang berselang dari 
dua ijtimak. Satu kali putaran bulan mengelilingi bumi dengan acuan 
(pengamat) matahari ditempuh dalam waktu 29,530589 hari = 29 hari 12 
jam 44 menit 2.9 detik, disebut ijtimak kedua,
54
 peredaran bulan sudah 
sempurna dan dapat dijadikan acuan awal bulan.  Periode peredaran bulan 
seperti ini disebut satu periode bulan sinodis (the synodic month, shahr 
iqtirany) inilah dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Kamariah. 
Posisi dan keadaan peristiwa ijtimak pada garis lurus bujur 
astronomi yaitu Matahari-Bulan-Bumi pada dalam posisi satu bulan  
sinodis peristiwa ijtimak kedua, seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 1 
Peristiwa Ijtimak dan Posisi Bulan Sideris dan Sinodis 
 
 
 
 
 
 
Sumber data : Sriyatin Shodiq. Wacana Fikih Hisab Rukyat Dan Kalender Islam. 
2012. 
Di kalangan ahli hisab, kriteria ijtimak sebagai penetapan awal 
bulan masih dijumpai beragam kriteria.
55
 Ijtimak bila dihubungkan 
dengan keadaan dan posisi keberadaan hilal ada dua aliran besar, yaitu : 
pertama, aliran ijtimak dihubungan dengan waktu  ada lima cabang, yaitu: 
1) ijtimak qabla al-gurub ; 2) ijtimak qabla al-fajri ; 3)  ijtimak saat terbit 
matahari; 4) ijtimak saat tengah hari; 5) ijtimak saat tengah malam.
56
 
Acuhan waktu ijtimak saja untuk penentuan awal bulan tidak cukup, 
masih perlu parameter dan ketentuan lain, misalnya ijtimak dihubungan 
dengan posisi keberadaan hilal, atau ijtimak dihubungkan dengan 
penampakan hilal. Namun, banyak juga para ahli hisab hanya 
mencukupkan waktu ijtimak sebagai batas penentuan akhir dan awal 
bulan sebagai acuhan penentuan awal bulan Kamariah. 
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Matahari 
Ijtimak 
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a 
1
b 
Hilal 
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Kedua, aliran ijtimak dihubungkan dengan posisi keberadaan dan 
penampakan hilal di atas ufuk yang dijadikan dasar penentuan awal bulan 
ada enam cabang, yaitu : 1) awal bulan Kamariah dimulai sejak saat 
terbenam matahari setelah terjadi ijtimak; 2) awal bulan Kamariah 
dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan  hilal 
sudah di atas ufuk; 3) awal bulan Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak 
dan hilal sudah di atas ufuk hakiki; 4) awal bulan Kamariah dimulai  
setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah di atas ufuk hissi; 5) awal bulan 
Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak dan hilal sudah di atas ufuk 
mar’i; 6) awal bulan Kamariah dimulai setelah terjadi ijtimak dan hilal 
sudah Imkanur Rukyat.
57
 
Pada dasarnya semua aliran hisab hakiki baik hisab hakiki takribi, 
tahkiki dan astro-kontemporer mendalilkan bahwa waktu ijtimak 
merupakan waktu yang sangat penting untuk mengetahui batas akhir dan 
awal bulan, tanpa mengetahui waktu ijtimak akan kesulitan untuk 
menentukan awal bulan, apalagi yang berpedoman rukyat. Oleh karena 
itu, pada awal-awal perkembangan hisab di Indonesia para ahli hisab 
mendalilkan bahwa waktu ijtimak qabla al-ghurub merupakan waktu yang 
penting untuk dijadikan acuan : pertama, mengetahui batas akhir dan 
awal bulan yang sedang berjalan. Kedua, awal bulan dimulai sejak setelah 
matahari terbenam (ghurub). Jika waktu ijtimak terjadi setelah terbenam 
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matahari, maka  umur bulan digenapkan atau di sempurnakan menjadi 30 
hari (istikmal).  
2. Adanya Hilal 
Kata “hilal” bentuk tunggal dijelaskan dalam beberapa hadis 
Rasulullah saw berkaitan dengan perintah melihat hilal:  
 ٍاب َِش ِنْب  ْنَع  ٍْيَقُع ْنَع ُثْيشَّلا  ِنِ َ شَّ َح َلَبق ٍْيْ َُب ُنْب َيََْيَ بَن َ شَّ َح
 ُ شَّللَّ  َيِضَر  ََمُع َنْب  شَّنَأ  ََمُع ِنْب ِشَّللَّ   ِ َْع ُنْب ُلِبَس نّ َ َ ْخَأ َلَبق
 َلَبق بَم ُ ْ نَع   َذِإ ُل ُق َ  َمشَّلَسَو ِوْيَلَع ُ شَّللَّ  ىشَّل َ شَّللَّ  َل ُسَر ُتْع َِسَ
 ُوَا  وُر ُْقَبف ْم ُْيَلَع شَّمُغ ْنَِإف  و ُِطَْفَأف ُه ُمُت ْ ََأر  َذِإَو  ُم  َُف ُه ُمُت ْ ََأر 
 َنبَضَمَر ِل َِِلْ  ُُن ُ َو  ٌْيَقُع ِنِ َ شَّ َح ِثْيشَّلا  ْنَع ُُه ْ يَغ َلَبقَو 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, 
telah menceritakan kepada saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab 
berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar 
bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya 
maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. 
Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya 
(jumlah hari disempurnakan)". Dan berkata, selainnya dari Al Laits telah 
menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal 
bulan Ramadan". 58 
Sedangkan kata “hilal” dalam bentuk plural al-Ahillah dijelaskan 
dalam firman Allah swt: 
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                     
                   
              
Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. 
Katakanlah: “Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) 
haji”. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi 
kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-
rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung.
59
 
Sedangkan kata ‚hilal‛ menurut para ahli bahasa dan fikih 
sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pendapat sebagai berikut: hilal 
berarti awal atau sebagian dari bulan ketika telah tampak (yuhillu) oleh 
manusia. Dapat pula bermakna yang terlihat pada dua atau tiga malam 
pertama, atau sesuatu yang telah berbentuk (yuhajjir), dan dapat pula 
bermakna yang berkilau (bercahaya) di kegelapan malam.
 60
 Pendapat lain 
menegaskan bahwa setelah terjadinya hilal maka disebut 'shahr'. Shahr 
sendiri disebut demikian karena ia memang telah dikenal dan nyata 
(mashhûr), karena manusia mengetahui masuk dan keluarnya shahr itu. 
Shahr didefinisikan pula dengan hilal, karena ketika hilal telah tampak 
(ahalla) maka ketika itu ia disebut shahr. 61  
Menurut Kamus Al-Munawir makna hilal mempunyai dua belas 
makna, salah satunya: 1) bulan sabit; 2) bulan yang terlihat pada awal 
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bulan.
62
 Menurut Kamus Dictionary of Modern Written Arabic, kata hilal, 
bentuk pluralnya ahillah atau ahalil, bisa berarti newmoons (bulan muda), 
atau cresent (bulan sabit).63 
Dalam surat al-Baqarah ayat 189 yang sudah disebutkan di atas, 
konsep hilal atau bulan sabit ditetapkan sebagai fenomena yang sangat 
penting dalam menetapkan masuknya bulan Kamariah. Oleh karena itu, 
ada atau tidak adanya hilal merupakan dasar atau rujukan untuk 
menentukan sudah masuk atau belum masuk bulan baru Kamariah.  
Bulan sabit (al-ahillah), dalam ayat tersebut menurut astronomi 
adalah merupakan bagian dari fase-fase bulan yang dikenal dengan 
crescent,64 atau new moon.65 Hilal adalah merupakan salah satu bentuk 
semu bulan di antara fase-fase yang dialaminya selama dalam 
peredarannya mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi 
matahari. Dengan demikian, ayat di atas mengindikasikan bahwa 
perubahan bentuk semu bulan merupakan pertanda perubahan waktu. 
Dalam al-Qur’an surat Yu>nus ayat 5 yang sudah di sebutkan di atas, 
dijelaskan kedudukan bulan dalam peredarannya melintasi rasi-rasi 
bintang ditunjukkan bahwa Allah swt telah menentukan manzilah-
manzilah bagi bulan itu. Manzilah-manzilah bulan  (moon stations) itu 
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tidak lain kecuali kedudukan bulan pada saat tertentu terhadap matahari 
dan bumi. Manzilah itu jumlahnya ada 28 yang senantiasa ditempati oleh 
bulan tiap-tiap hari dalam peredarannya mengelilingi bumi. Acuan dari 
manzilah-manzilah bulan itu adalah rasi-rasi bintang yang dilintasi bulan 
dalam peredarnnya menempuh lintasan edarnya (falaknya).
66
 
Pada sub bab ini ada 2 kalimat yang berbeda, yaitu 1) keberadaan 
hilal; dan 2) penampakan hilal, namun yang lebih penting kata ‚hilal‛. 
Hilal merupakan acuan utama dalam hubungannya dengan penentuan 
awal bulan. Para ahli hisab dan astronomi dalam menentukan awal bulan 
pasti mencari hilal sebagai acuan pertanda awal bulan Kamariah. 
Hilal adalah bagian dari qamar, mempunyai bentuk dan berubah 
setiap hari dari 1) cressent (al-hilal); 2) first quarter (al-tarbi’al-awwal); 
3) first gibbous (al-ahdab al-awwal); 4). full moon (al-badar); 5) second 
gibbous (al-ahdab al-tsani); 6). second quarter (al-tarbi’al-tsani); 7) 
second cressent (al-hilal al-tsany); 8) wane (al-muhaq) atau juga disebut 
dengan fase konjungsi atau ijtimak. Dengan kata lain perubahan bentuk 
bulan atau fase-fase bulan adalah setelah penampakan hilal pada hari 
kesatu, kedua dan ketiga, kemudian berubah membesar ukurannya 
menjadi qamar, setelah itu berangsur-angsur peredarannya pada bentuk 
penampakan sempurna disebut ‚badar‛ (bulan purnama atau full moon), 
setelah bulan purnama kembali menyusut dan mengecil menjadi qamar 
lagi dan terus bertambah lebih mengecil berbentuk tipis seperti tandan tua 
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(bulan tua atau bulan mati), setelah itu peredaran terakhir disebut muhaq 
atau disebut konjungsi atau ijtimak. 
Gambar 2 
Orbit Bulan Mengelilingi Bumi 
Fase-fase Bulan 
 
Fase-fase Bulan 
 
 
Sumber data : google.co.id/search-gambar 
Hilal sebagai acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah 
sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. di 
atas. 
E. Macam-Macam Kriteria Awal Bulan Kamariah 
1. Ijtimak Qabla al-Ghurub 
Pada prinsipnya kriteria ini pergantian awal bulan Kamariah dengan 
menjadikan ijtimak sebagai ketentuan pergantian awal bulan dengan 
memberikan batas terjadinya ijtimak sebelum terbenam matahari.
67
 Jika 
ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah 
dianggap bulan baru, sedangkan jika ijtimak terjadi setelah terbenam 
matahari maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari 
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terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Sistem ini berpegang kepada 
ketentuan bahwa pergantian hari atau tanggal menurut kalender Hijriah 
dimulai dari saat terbenam matahari sampai dengan terbenam matahari 
berikutnya. Dengan demikian, menurut pandangan ini ijtimak adalah 
pemisah diantara dua bulan Kamariah. 
2. Wujudul Hilal 
Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000 tentang  
penetapan awal bulan Kamariah dan matlak, antara lain dinyatakan, yaitu 
1) hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan 
Kamariah memiliki kedudukan yang sama; 2) hisab hakiki yang 
digunakan dalam penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah adalah 
hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal; 3) matlak yang digunakan 
adalah matlak yang didasarkan pada wilayatul hukmi.
68
  
Kriteria wujudul hilal, jika pada tanggal 29 Syakban dalam kalender 
Hijriyah atau hari terjadinya ijtimak/konjungsi telah memenuhi 3 (tiga) 
kondisi, yaitu 1)  telah terjadi ijtimak (konjungsi); 2) ijtimak (konjungsi) 
itu terjadi sebelum matahari tenggelam; 3) pada saat terbenamnya 
matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud), 
maka keesokan harinya telah dinyatakan sebagai awal bulan Kamariah.
69
 
Cara menentukannya sangat mudah yaitu dengan menempatkan 
matahari pada posisi terbenam, lalu ditentukan posisi bulan. Bila bulan 
berkedudukan diatas ufuk itu berarti menunjukkan bahwa bulan sudah 
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berada di sebelah timur matahari. Situasi demikian menunjukkan bahwa 
bulan baru Kamariah sudah mulai atau dengan kata lain hilal sudah 
wujud. 
3. Imkanur Rukyat MABIMS 
Keputusan Menteri Agama dari 4 (empat) negara yaitu Malaysia, 
Brunai Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS) dalam 
penyelarasan rukyat dan kalender (taqwim) Hijriah yang ke-4 di Bandar 
Seri Begawan, Brunai Darussalam tanggal 17-18 Shafar 1414/tanggal 6-7 
Agustus 1993, antara lain sebagai berikut: untuk menentukan taqwim 
Hijriah dilakukan perhitungan hisab yang berpedoman kepada ketinggian 
bulan minimal 2 derajat untuk seluruh wilayah negara anggota MABIMS, 
jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 
8 jam setelah ijtimak.
70
 
Keputusan musyawarah Ulama, ahli hisab dan ormas Islam tentang 
kriteria Imkanur Rukyat, tanggal 24-26 Maret 1998/25-27 Zulkaidah 1418 
di Hotel USSU di Cisarua 1998, antara lain sebagai berikut: had/batas 
minimal ketinggian yang dijadikan pedoman Imkanur Rukyat dan 
diterima oleh hisab falak shar’i di Indonesia serta Negara-negara 
MABIMS adalah dua derajat dan umur minimal 8 jam dari saat ijtimak.
71
  
Keputusan musyawarah Imkanur Rukyat antara pimpinan ormas 
Islam, MUI dan Pemerintah, tanggal 28 September 1998 M/7 Jumadil 
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Akhir 1419 H di Jakarta, antara lain sebagai berikut : 1) kesaksian 
rukyatul hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak 
ijtimak ke ghurub matahari minimal 8 jam; 2) kesaksian rukyat hilal tidak 
dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal 
bulan ditetapkan berdasarkan istikmal; 3) apabila ketinggian hilal 2 
derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
72
 
Keputusan lokakarya mencari kriteria format awal bulan di 
Indonesia pada tanggal 19-21 September 2011 di Hotel Grand USSU 
Bogor Jawa Barat,
73
 antara lain sebagai berikut : 1) memantapkan 
implementasi keputusan USSU tahun 1998 dengan perubahan sebagai 
berikut: pertama, kriteria yang digunakan dalam penyusunan kalender 
Hijriah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki bit-tahqiq 
memenuhi kriteria imkanur rukyat; 2) kriteria imkanur rukyat yang 
dimaksud pada angka pertama di atas adalah dengan kriteria : a) tinggi 
hilal minimal 2 derajat; b) jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 
derajat atau umur bulan minimal 8 jam; 3) khusus untuk penetapan 
tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah digunakan kriteria 
sebagaimana angka kedua di atas dan didukung bukti empirik terlihatnya 
                                                             
72
 Ibid. 
73
 Catatan Sriyatin Shodiq sebagai peserta dan tim perumus pada Lokakarya Mencari 
Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia. Lokakarya ini sebagai tindaklanjut dan memperingati 
atau mengingat keputusan musyawarah ulama ahli hisab dan ormas Islam tentang kriteria 
imkanur rukyah di Indonesia tanggal 24-26 Maret 1998 M/25-27 Zulkaidah 1418 H di Hotel Ussu  
Cisarua Bogor. Ada sepuluh rumusan dan kesimpulan yang dihasilkan pada musyawah ini, antara 
lain pada nomor tiga : had/batas minimal ketinggian yang dijadikan pedoman imkanur rukyah dan 
diterima oleh ahli hisab falak syariah  di Indonesia serta negara-negara MABIMS adalah dua 
derajat dan umur Bulan minimal delapan jam dari saat ijtimak, perlu dikembangkan dengan 
penelitian-penelitian yang sistematis dan ilmiah. 
49 
 
hilal; 4) penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah dilakukan dalam 
sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.
74
 
4. Rukyat Global 
Keputusan Konferensi Penyatuan Kalender Islam Internasional di 
Istambul Turki pada tanggal 28 sampai 30 November 1978 sebagai 
berikut: 
a. Penetapan awal bulan Hijriah menurut Syariat Islam ialah rukyat. 
b. Para ahli hisab yang melakukan perhitungan kedudukan hilal pada tiap-
tiap awal bulan Hijriah hendaknya dipakai pedoman kedudukan bulan 
di atas ufuk pada saat matahari tenggelam. 
c. Syarat fundamental hilal dapat diobservasi jarak titik pusat bulan dan 
matahari tidak kurang 7 derajat dan 8 derajat. Tinggi bulan pada saat 
matahari tenggelam, tidak kurang dari 5 derajat. 
d. Hasil rukyat dari sesuatu tempat mengikat juga kepada seluruh tempat 
yang berada di permukaan bumi.
75
 
5. Matlak dan Wilayatul Hukmi 
Teori matlak berasal dari pemahaman tekstual hadis yang 
disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Kuraib: 
 َلبَق َف ِمبشَّلا ِ ََة ِوبَعُم َلَإ ُوْت َثَع َب  ِْضَفْا  شَُّمأ شَّنَأ : َمبشَّلا  ُتْم َِق َف
 َل َِْلْ  ُت َْأ َ َف ِمبشَّلا ِ َنََّأَو ُنبَضَمَر شَّيَلَع شَّ  ُِتْس َو ب َ َتَجبَح ُتْيَضَق َف
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 ُنْب ِشَّللَّ   ُ َْع ِنََِاأ ََف  ِ ْشَّلا   ِِخآ  ِ َةَن  َِمْا  ُتْم َِق شَُّثُ ِةَعُُمْلْ  َةَل ْ َيا
 َلبَق َف َل َِْلْ   َََكذ شَُّثُ ، ٍسبشَّ َع : ُتْلُق َف ؟ َل َِْلْ  ْمُت ْ ََأر َتََّم : ُهبَن ْ ََأر
 َلبَق َف ، ِةَعُُمْلْ  َةَل ْ َيا : ُتْلُق َف ؟ ُوَت ْ ََأر َتَْنأ : ُسبشَّنا  ُهآَرَو ، ْمَع َن
 َلبَق َف ، َُة ِوبَعُم َمب ََو  ُمب ََو : ُل َز َن  ََف ِت ْشَّ ا  َةَل ْ َيا ُهبَن ْ ََأر بشَّن َِا
 ُتْلُق َف ،ُه َ َن ْوَأ  َ ِ َ َ  َِم ُْن شَّتََّح ُم  َُن : ََة ِوبَعُم َِة ْؤ ُِب يِفَت ْ َ َلََأ
 َلبَق َف ؟ ِوِمبَي َِو : َمشَّلَسَو ِوْيَلَع ُ شَّللَّ  ىشَّل َ ِشَّللَّ  ُل ُسَر َنَّ َََمأ  َذ ََى ، َلَ 
Artinya: Bahwa Ummul Fadl telah mengutusnya untuk menemui 
Muawiyyah di Syam. Kuraib berkata, ‚Aku memasuki Syam lalu 
menyelesaikan urusan Ummul Fadhl. Ternyata Bulan Ramadan tiba 
sedangkan aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam 
Jumat. Setelah itu aku memasuki kota Madinah pada akhir Bulan 
Ramadan. Ibnu ‘Abbas lalu bertanya kepadaku dan menyebut persoalan 
hilal’. Dia bertanya, ‘Kapan kalian melihat hilal?’ Aku menjawab, ‘Kami 
melihatnya pada malam Jum’at.’ Dia bertanya lagi, ‘Apakah kamu sendiri 
melihatnya?’ Aku jawab lagi, ‘Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Lalu 
mereka berpuasa, begitu pula Muawiyyah.’ Dia berkata lagi, ‘Tapi kami 
(di Madinah) melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami terus berpuasa 
hingga kami menyempurnakan bilangan tiga puluh hari atau hingga kami 
melihatnya.’ Aku lalu bertanya, ‘Tidak cukupkah kita berpedoman pada 
ru’yat dan puasa Muawiyyah?’ Dia menjawab, ‘Tidak, (sebab) 
demikianlah Rasulullah Saw telah memerintahkan kepada kami’. 76  
Hadis yang diriwayatkan Kuraib ini dijadikan sebagai dalil bagi 
absahnya perbedaan awal dan akhir Ramahan karena perbedaan matlak 
(tempat lahirnya bulan). Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat, jika satu 
kawasan melihat bulan, maka daerah dengan radius 24 farsakh dari pusat 
rukyat bisa mengikuti hasil rukyat daerah tersebut. Sedangkan daerah di 
luar radius itu boleh melakukan rukyat sendiri, dan tidak harus mengikuti 
hasil rukyat daerah lain. 
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Dalam kalangan fuqaha teori matlak dikenal berhubungan dengan 
penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah, serta pelaksanaan ibadah 
Haji di Arafah. Kemudian muncul perbedaan pendapat tentang konsep 
matlak. Di Indonesia dikenal dan diberlakukan matlak wilayat al-hukmi.77 
Matlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah matlak wilayatul 
hukmi yang digunakan Indonesia, yakni kesatuan wilayah dalam 
kekuasaan politik negara Indonesia.  
Indonesia tidak mengikuti mazhab Syafi’i dan mazhab Jumhur 
namun Indonesia melakukan ijtihad dengan membuat "mazhab baru", 
yang disebut matlak wilayatul hukmi, yaitu  kawasan seluruh wilayah 
kesatuan politik yang berlaku untuk seluruh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Keputusan Musyawarah MABIMS bahwa Indonesia 
dan kawasan wilayah negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam 
dalam satu matlak. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 seluruh wilayah 
Indonesia satu matlak, sedangkan keputusan Majelis Tarjih ke-25 tahun 
2000 seluruh wilayah Indonesia satu matlak, dan dapat menerima matlak 
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lain searah bujur kawasan. Keputusan Muktamar NU di Lerboyo Kediri 
2006 Indonesia satu matlak dan tidak bisa menerima matlak global. 
Dalam politik negara Indonesia mengikuti matlak wilayatul hukmi 
dengan faktor utama penyatuan wilayah geografis NKRI sejalan dengan 
fatwa MUI. 
Bagan 4 
Penetapan Awal Bulan Kamariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data : Sriyatin Shodiq. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tahun. 
2004 
F. Pelaksanaaan dan Tata Cara Rukyatul Hilal di Indonesia 
1. Dasar Hukum  
Hukum Islam agar dapat berlaku di Indonesia,  harus ada antara lain 
hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak 
hukum maupun oleh masyarakat. Ketidak seragaman dalam menentukan 
apa yang disebut hukum Islam serta tidak adanya kejelasan bagaimana 
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menjalankan Syariat menyebabkan ketidak mampuan menggunakan jalan 
dan alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan Undang-undang 
lainnya.
78
 
Landasan yuridis adalah tentang perlunya hakim memperhatikan 
kesadaran hukum masyarakat di satu sisi, sebagaimana dinyatakan di 
dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat. Dan pada sisi yang lain dinyatakan bahwa 
hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu tempat dan keadaan 
karena masyarakat itu selalu berubah (kaidah fiqhiyyah).
79
 
Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, bahwa: 
(1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan 
nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah 
hukumnya apabila diminta; 
(2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan 
lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 
Berdasarkan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 
KMA/095/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, yang antara lain dalam 
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konsiderannya menyatakan: bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas 
(ketentuan Pasal 52A Undang-undang tentang Pengadilan Agama dan 
keperluan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 Ramadan 
dan 1 Syawal secara nasional), dipandang perlu memberikan izin kepada 
Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan 
Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang isbat rukyatul hilal 
dengan hakim tunggal.
80
 
2. Ketentuan Pelaksanaan Rukyatul Hilal 
a. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan obsevasi hilal dan 
merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan. 
b. Pemohon/Pelapor sidang isbat rukyatul hilal adalah pejabat/petugas 
yang ditunjuk oleh Kantor Departemen Agama. 
c. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil 
sumpah oleh hakim. 
d. Saksi adalah orang yang mengetahui dan menyaksikan proses 
pelaksanaan sidang isbat dan pengangkatan sumpah syahid/ perukyat. 
e. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar'iyah yang menyelenggarakan sidang isbat kesaksian rukyatul 
hilal. 
f. Isbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyatul hilal 1 
Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah. 
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g. Penetapan (isbat) rukyatul hilal adalah alat bukti dan bahan 
pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama dalam menetapkan 1 
Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah. 
h. Penetapan (isbat) awal bulan Ramadan dan Syawal secara nasional 
ditetapkan oleh Pemerintah cq. Menteri Agama, dan penetapan 
tersebut berlaku secara umum. 
i. Penetapan (isbat) 1 Ramadan dan 1 Syawal merupakan kewenangan 
Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar'iyah. 
j. Bahwa oleh karena itu, penetapan kesaksian rukyatul hilal tersebut 
diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) 
Ramadan, Syawal dan Zulhijah secara nasional, maka perlu 
diselenggarakan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dengan cepat dan 
sederhana. 
k. Bahwa permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal merupakan perkara 
yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan 
dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan 
final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding mapun kasasi.
81
 
3. Prosedur Pencatatan Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal 
Dalam melakukan kesaksian rukyatul hilal untuk menentukan awal 
bulan Kamariah, harus kita ketahui prosedur-prosedur percatatan sidang 
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isbat kesaksian rukyatul hilal. Adapun prosedur percatatan sidang isbat, 
antara lain: 
a. Sidang isbat rukyatul hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan 
rukyatul hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana 
dan menyesuaikan dengan kondisi setempat. 
b. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan 
permohonan isbat kesaksian rukyatul hilal kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan 
rukyatul hilal. 
c. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan 
kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama. 
d. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar‟iyah mencatat permohonan tersebut dalam 
Register Permohonan Sidang Isbat Rukyatul Hilal. 
e. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menunjuk hakim 
tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut. 
f. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya’iyah menugaskan 
panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan 
dalam berita acara. 
g. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan 
setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum 
pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal. 
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h. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan 
kegiatan pelaksanaan rukyatul hilal. 
i. Waktu rukyatul hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh 
Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. 
j. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat 
syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan 
materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid/perukyat 
mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: Ashadu an laa ilaaha 
illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya 
bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan…….. tahun 
ini. 
k. Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang 
saksi.  
l. Setelah hakim menyumpah syahid/perukyatan kesaksian rukyatul 
hilal, selanjutnya hakim menetapkan/mengitsbatkan kesaksian rukyat 
tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera 
sidang. 
m. Penetapan/isbat kesaksian rukyatul hilal tersebut diserahkan kepada 
penanggung jawab rukyatul hilal (Kantor Departemen Agama 
Setempat). Selanjutnya petugas Departemen Agama melaporkan 
penetapan tersebut kepada panitia sidang isbat Nasional yaitu 
Kementerian Agama RI di Jakarta. 
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n. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan isbat kesaksian rukyatul 
hilal, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah agar berkoordinasi 
dengan kantor Departemen Agama Setempat dan panitera atau 
petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan persidangan, seperti formulir permohonan, berita 
acara, penetapan, al-Qu’ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang 
terkait dengan kegiatan tersebut.
82
 
Bagan 5 
Prosedur Pelaksanaan Rukyatul Hilal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data : Sriyatin Shodiq. Presentasi Persiapan Sidang Isbat Awal Ramadan 
dan Syawal tahun 2003 
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4. Syarat Rukun Kesaksian Rukyatul Hilal 
Dalam setiap melakukan kesaksian rukyatul hilal, harus memenuhi 
syarat-syarat dan rukun kesaksian. Saksi dalam kesaksian rukyat 
dibedakan 2 ( dua ) macam : 
a. Saksi 1 adalah seseorang atau beberapa orang yang megetahui 
langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. 
Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut syahid/perukyat.
83
 
b. Saksi 2  adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang 
atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses 
pengangkatan sumpah oleh hakim.
84
 
Sedangkan yang membacakan Syahadah dalam isbat kesaksian 
rukyatul hilal didepan hakim adalah saksi nomor 1. Ada beberapa 
persyaratan syahid/perukyat hilal, yaitu : 
1. Syarat Formil : 
a. Akil balig atau sudah dewasa. 
b. Beragama Islam. 
c. Laki-laki atau perempuan. 
d. Sehat Akalnya. 
e. Mampu melakukan rukyat. 
f. Jujur, adil dan dapat dipercaya. 
g. Jumlah perukyatan lebih dari satu orang. 
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h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyatul hilal. 
i. Sumpah kesaksian rukyatul hilal di depan sidang Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah dan di hadiri 2 (dua) orang saksi.85 
2. Syarat Materiil : 
a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata 
kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal. 
b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, 
yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, 
dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta 
bagaimana kecerahan cuaca langit / horizon saat hilal dapat dilihat. 
c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak 
bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu 
pengetahuan dan kaidah syar’i.86 
G. Macam-Macam Alat Bukti dalam Kesaksian Rukyatul Hilal 
Dalam setiap pelaksanaan rukyatul hilal bukti kesaksian merupakan 
pembuktian yang wajib dilaksanakan. Alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu 
hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi 
keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu 
penilaian hakim di dalam Pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya 
dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-
fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. 
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Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih 
berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.
87
  
Dalam studi ini hakim Pengadilan Agama menggunakan 4 (empat) alat 
bukti untuk bisa menetapkan penetapan dalam isbat rukyatul hilal. Alat 
bukti tersebut antara lain:  
1. Alat Bukti Saksi 
Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim 
dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan 
pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu 
pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.
88
 Jadi keterangan 
yang diberikan oleh seorang saksi syahid/perukyat haruslah kejadian yang 
telah ia alami sendiri dalam pelaksanaan rukyatul hilal, sedangkan 
pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk 
dalam suatu kesaksian. 
Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:
89
 
a. Orang yang Cakap 
Orang yang cakap disini adalah pertama memahami ilmu falak 
data hisab dan rukyatul hilal, dan kedua orang yang sudah cukup 
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berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Vide 
pasal 145 ayat (3) HIR yang berbunyi: anak-anak yang umumnya 
tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima 
belas) tahun. Dan pasal 1912 KUH Perdata berbunyi: Orang yang 
belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah 
pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang 
atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara 
diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi. 
b. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan 
Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang 
pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 144 ayat (1) HIR 
yang berbunyi: Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu 
dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Dan pasal 
1905 KUH Perdata yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja 
tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya. 
Dan saksi minimal 2 (dua) orang saksi (unus testis nullus testis) 
syahid/perukyat rukyatul hilal, hal ini termaktub dalam pasal 169 
HIR yang berbunyi: Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu 
alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. Menurut 
ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti, apabila 
keterangan dari syahid/perukyat yang disampaikan di depan 
persidangan dalam isbat kesaksian rukyatul hilal. 
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c. Diperiksa Satu Persatu 
Dalam ketentuan ini, prinsip yang harus terpenuhi supaya 
ketarangan saksi syahid/perukyat rukyatul hilal menjadi sah sebagai 
alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, pertama menghadirkan 
saksi dalam persidangan satu persatu sesuai pasal 171 RBG: Saksi-
saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu per satu untuk 
masuk ruangan sidang, kedua memeriksa identitas saksi, ketiga 
menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara 
sesuai Vide pasal 144 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Ketua akan 
menanyakan nama, pekerjaan, umur, dan tempat berdiam atau tempat 
tinggal masing-masing saksi, ia akan menanyakan pula, adakah 
mereka berkeluarga sedarah atau semenda dengan salah satu atau 
kedua belah pihak, dan jika benar demikian, dalam derajat keberapa; 
selain itu, akan ditanyakannya pula, adakah mereka menjadi 
pembantu salah satu pihak. 
d. Mengucapkan Sumpah 
Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan 
sumpah di depan hakim Pengadilan Agama dalam isbat rukyatul hilal, 
yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang 
sebenarnya, yakni berkata benar. Dalam ketentuan ini merupakan 
kewajiban saksi syahid/perukyat untuk bersumpah atau berjanji 
menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, hal ini 
sesuai pasal 1911 KUH Perdata berbunyi: Tiap saksi wajib bersumpah 
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menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang 
sebenarnya. 
e. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan 
Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus 
memiliki landasan pengetahuan data hisab dan rukyatul hilal dan 
alasan serta saksi syahid/perukyat juga harus melihat, mendengar dan 
mengalami sendiri pada saat pelaksanaan rukyatul hilal sedang 
berlangsung sesuai dengan pasal 171 ayat (1) HIR berbunyi: Tiap-tiap 
kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi 
mengetahui kesaksiannya. Dan pasal 1907 KUH Perdata yang 
berbunyi: Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang 
bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan 
khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu 
kesaksian.  
f. Saling Persesuaian 
Ketentuan ini, saksi yang satu dengan yang lain atau antara 
keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan 
data hisab dan rukyatul hilal, sehingga mampu memberi dan 
membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang persitiwa atau fakta 
pada saat berlangsungnya pengamatan rukyatul hilal di lapangan. 
Dalam hal ini sesuai pasal 1908 KUH Perdata yang berbunyi: Dalam 
mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan 
perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama 
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lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang 
diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan 
yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan 
duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri-
kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada 
apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para 
saksi itu dipercaya.  
2. Bukti Pengakuan 
Pengakuan (bekentenis, confession) adalah alat bukti yang berupa 
pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada 
pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau 
dalam sidang pengadilan.
90
 Jadi dalam ketentuan ini, syahid/perukyat 
benar-benar mengetahui data hisab dan mengaku melihat hilal pada saat 
rukyatul hilal. 
3. Alat Bukti Sumpah 
Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan 
yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang 
memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia 
berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka 
hakim.
91
 
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang 
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan 
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dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa kepada Tuhan, dan percaya 
bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan 
dihukum oleh-Nya.
92
 Dalam hal ini, apabila syahid/perukyat benar-benar 
melihat hilal pada saat rukyatul hilal, maka akan di sumpah di depan 
muka hakim tunggal saat persidangan isbat kesaksian rukyatul hilal.   
4. Alat Bukti Persangkaan 
Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu 
peristiwa yang sudah terang dan nyata.
93
 Hal ini sejalan dengan 
pengertian yang termaktub dalam pasal 1915 KUH Perdata yang 
berbunyi: Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau 
oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu 
peristiwa yang tidak diketahui umum. 
Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama menggunakan persangkaan 
dalam mengisbatkan rukyatul hilal untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 
Syawal.  
H. Penetapan Hakim Pengadilan Agama dan Isbat Pemerintah  
1. Penetapan Hakim Pengadilan  Agama 
Kewenangan Pengadilan Agaman/Mahkamah Syar’iyah berdasarkan 
pasal 52 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Pada ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, 
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dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah 
hukumnya apabila diminta; ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan 
dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang. 
Penetapan (Isbat) hakim yang dimaksud adalah kewenangan hakim 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  di lingkungan Direktorat Badan 
Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk  
menetapkan isbat rukyatul hilal awal bulan Kamariah, sebagaimana 
termaktub dalam pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama.
94 
 
Secara yuridis, ketentuan pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 
2006 tersebut menjadi dasar hukum kewenangan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga yudikatif di Indonesia 
untuk menetapkan (mengisbatkan) rukyatul hilal. Adapun tatacara 
pelaporan, pemeriksaan, penyumpahan dan penetapan kesaksian rukyatul 
hilal (isbat) oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah diatur 
dalam  Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/095/X/2006 dan 
teknis adminitrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, diperlukan aturan 
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khusus (hukum acara), sehingga memiliki kepastian dan kekuatan 
hukum.
95
 
2. Isbat Pemerintah Tentang Penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal 
                       
                        
             
Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.96 
Menurut Rasyid Ridla dalam Tafsir al-Manar, menjelaskan surat al-
Nisa’ ayat 59  yang berkaitan dengan penjelasan Ulil Amri :  
 ِةَع ْ  ِشَّلا  ِل ْ ُُأ ْنِم َثِابشَّثا   ُ َْ ْ   َُى  ِْمَ ْ  لُِْو  َدب َ َتْج ِ شَّنِإ
 يَلَعَو ِةشَُّم ْ  يَلَع َبَجَو ْم ُ َ َْأر  ُعِمَتْج ِ  َذ ِ ْم ُشَّ ِن  َو ِةشَّيِم  َْس ِْلَ 
 ِوِب  َُمَعَْا  ب َِمبشَّ ُح 
Artinya: Itjihad Ulil Amri adalah pokok yang ketiga dari pokok syari’at 
Islam dan apabila mereka bersepakat pendapatnya wajib terhadap umat 
dan para ahli hukum mengamalkannya.97  
Al-Mawardi menjelaskan dalam Al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah,  
kewajiban mendirikan pemerintahan menurut syari’ah, yaitu perintah 
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menyerahkan segala urusan kepada Ulil Amri, maka wajib bagi kita 
mematuhi Ulil Amri kita tersebut.
98
 Menurut Qadhi Iyat dan ulama-ulama
berpendapat bahwa ulama telah berijmak atas kewajiban patuh kepada 
pemimpin dalam hal bukan maksiat, dan haram patuh dalam 
kemaksiatan.
99
Pemerintahan dibentuk mempunyai tujuan, antara lain untuk 
menciptakan kemaslahatan rakyat, menjaga kesatuan umat, serta 
menghilangkan pertikaian dan perpecahan. Imam Nawawi menjelaskan 
bahwa : Alasan (wajib patuh kepada pemimpin) adalah untuk kesatuan 
umat Islam, sementara tidak patuh akan menyebabkan kerusakan kondisi 
umat Islam dalam masalah agama dan dunia. Oleh karena itu, pemerintah 
wajib dipatuhi, karena jika tidak, akan terjadi kerusakan dalam umat. 
Sedangkan kerusakan adalah mudarat yang harus dihilangkan. 
Sebagimana kaidah fikih  رُا اَ رُ  رُ اَ ضَّل اَ  (kemudaratan harus
dihilangkan).
100
Cara menghilangkannya adalah dengan mematuhi pemerintah. 
Sesuai dengan kaidah fikih : ‚menghilangkan kerusakan lebih utama 
ketimbang mendatangkan kemaslahatan‛.101
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Menjaga kemaslahatan umat merupakan salah satu tugas 
pemerintah, apapun keputusan pemerintah harus mengandung 
kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih berbunyi :  
 َ َع ِمبَم ِْلَ  ُ شَّ  َ َى ِة ََل َْمْا ِ  ٌ ْ ُنَم ِوِتشَّيِعَر  
Artinya: Ketetapan imam untuk rakyat harus berdasarkan pada 
kemaslahatan.102  
Apapun keputusan yang diambil pemerintah tidak dapat dibenarkan 
secara syari’at selama tidak dimaksudkan untuk kemaslahatan umum.103 
Menurut pendapat penulis, keputusan pemerintah dalam menetapkan 1 
Ramadan dan 1 Syawal adalah mengandung kemaslahatan umum dan 
keputusannya wajib diikuti untuk kepastian hukum, menghilangkan 
perbedaan pendapat dan menjaga keutuhan dan persatuan umat. 
I. Negara Menjamin Kebebasan Berkeyakinan dalam Beragama  
1. Landasan Yuridis 
Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya 
jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara kepada 
warga negara. Makna jaminan perlindungan disini adalah bahwa negara 
                                                                                                                                                                      
ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama 
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memiliki kewajiban untuk mempromosikan (to promote), melindungi (to 
protect), menjamin (to guarantee), memenuhi (to fulfil), dan memastikan 
(to ensure) HAM.104 
Secara yuridis kehidupan keberagamaan di Indonesia memang 
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan 
keberagamaan, yaitu dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD tahun 
1945, pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945 dan pasal 22 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Pasal 28E ayat (1) UUD tahun 1945 yang berbunyi : Setiap orang 
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan ayat (2) UUD 1945 yang 
berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : Negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Setiap orang bebas memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
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kepercayaannya itu. Dan ayat (2) berbunyi: Negara menjamin 
kemerdekaan setiap orang memeluk agamnya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
Dalam pandangan Imam al-Mawardi, pemerintah sebagai pemegang 
kekuasaan negara berkewajiban untuk melindungi keutuhan dan kesatuan 
umat dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia,
105
 termasuk menjaga 
wilâyah al-dîniyah yaitu menyangkut kepentingan-kepentingan umum 
dalam pembangunan bidang agama. Hal ini sejalan dengan konsep 
pemerintahan yang dianut di Indonesia sebagaimana diwujudkan dengan 
adanya institusi Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
dalam sektor agama. Kementerian Agama mengayomi, melayani, 
membimbing dan sampai taraf tertentu ikut membina kehidupan umat 
beragama dalam statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
106
 
Dalam kebebasan berkeyakinan secara internasional tercantum 
dalam Deklarasi Universal HAM. Pada pasal 2 deklarasi ini menyatakan: 
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang 
tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang 
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berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik 
kelahiran, ataupun kedudukan lain. Secara khusus tentang hak kebebasan 
berkeyakinan dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam pasal 18. Kovenan 
ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 
12 tahun 2005. Isinya yaitu: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan 
berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk 
menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya 
sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama 
dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan 
agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan 
dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga menggangu 
kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau 
kepercayaan sesuai dengan pilihannya.
107
  
Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen 
HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18: 
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan 
beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau 
kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau 
kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan 
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ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka 
umum atau secara pribadi.
108
 
Selanjutnya, dalam esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan 
menjadi 8 (delapan) komponen, salah satunya dalam huruf (d) dan huruf 
(f), yaitu: huruf (d) adalah tidak diskriminatif, yang artinya negara 
berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama 
atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya 
tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan 
keyakinan, politik atau pendapat, penduduk (asli atau pendatang), serta 
asal usulnya. Dan huruf (f) adalah adanya kebebasan lembaga dan status 
legal, yang maksudnya bahwa aspek vital dari kebebasan beragama atau 
berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau 
berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan 
dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak 
kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
109
 
Selain itu dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Hak 
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam pasal ini juga diakui 
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bahwa hak untuk beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi 
manusia.  
Akan tetapi, HAM tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam 
Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib 
menghormati hak asasi orang lain. Selanjutnya pasal 28J ayat (2) UUD 
1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada 
pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, HAM tersebut 
dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang 
diatur dalam undang-undang tersebut.
110
 
Dalam kebebasan beragama dan menjalankan kenyakinan menurut 
agama bagi umat Islam, pemerintah menjamin dan memberikan 
keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum 
peribadatannya dan pemerintah hanya mengatur aspek-aspek hukum 
administrasi negara untuk memudahkan dan kelancaran pelaksanaan dari 
hukum Islam,
111
 seperti bidang muamalah yaitu administrasi dan 
manajemen penyelenggaraan ibadah haji, pemberdayaan zakat, wakaf dan 
pelaksanaan hari-hari besar Islam. Kaidah fikhiyah :   
 َ َع شَّل ُ َ شَّتََّح ُةَح َ ِْلَ   ِ ََمَعُمْا   ِ  ُ َْ ْ َى ِْ ِ ْشَّتا    
Artinya: Hukum asal dalam urusan muamalah adalah mubah (dibolehkan) 
sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya.112  
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Sedangkan dalam bidang ibadah mahdah (pelaksanaan ibadah 
fardlu) dari sisi peribadatannya, seperti salat, puasa, zakat, haji dan 
ritualitas lainnya, maka praktis hukum Islam dalam bidang ini berlaku 
tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif (peraturan 
perundang-undangan) dan pemerintah atau negara tidak perlu intervensi 
pelaksananaan ritualitas ibadah kepada umat Islam. Seperti salat lima 
waktu wajib (fardlu a’in) diganti menjadi ibadah sunah (sunah mu’akad). 
Kaidah fikhiyah :   
 َ َع شَّل ُ َ شَّتََّح ُ ْ ِ َْتا  ِةَدب َِعْا   ِ  ُ َْ ْ َى َبِج َ ْا    
Artinya: Hukum asal dalam urusan ibabah adalah haram (dilarang) sampai 
ada dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya.113  
2. Kebebasan Berkeyakinan, Beragama dan Toleransi Menurut Para Ahli 
Ada banyak pengertian ‚kebebasan‛ dan pengertian yang paling 
sederhana dan klasik adalah tidak adanya larangan. Meskipun demikian, 
konsep dasar kebebasan juga harus memperhatikan tidak adanya 
intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap 
kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas 
untuk melakukan dan bebas untuk tidak di intervensi oleh tindakan 
tersebut.
114
 
Kebebasan warga negara tidak boleh di intervensi baik oleh 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-
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undangan sekalipun. Jadi manusia mempunyai hak untuk bebas selama 
hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada di dalam 
hukum.
115
 
Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya….‛ dan pasal 28E ayat 
(2) berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, 
kebebasan beragama juga diatur dalam pasal 29 ayat (2) bahwa: Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 
Merujuk dasar-dasar tersebut diatas, dalam perspektif HAM hak 
kebebasan beragama atau berkeyakinan ini dapat disarikan ke dalam 8 
(delapan) komponen, yaitu: Pertama, kebebasan internal. Setiap orang 
mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini 
mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau 
kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atas 
kepercayaannya.  Kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki 
kebebasan, secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau 
pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam 
pengajaran, pengalamannya, dan peribadahannya. Ketiga, tidak ada 
paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan 
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mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama 
atau kepercayaan yang menjadi pilihannya. Keempat, tidak diskriminasi. 
Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan 
beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah 
kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa 
dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-
usul. Kelima, hak dari orang dan wali. Negara berkewajiban untuk 
menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah (jika ada) untuk 
menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai 
dengan keyakinannya sendiri. Keenam, kebebasan lembaga dan status 
legal. Kebebasan bagi setiap komunitas keagamaan untuk berorganisasi 
atau berserikat.  Ketujuh, pembatasan yang diijinkan pada kebebasan 
eksternal. Kebebasan bagi setiap orang untuk memanifestasikan ajaran 
agama hanya dapat dibatasi oleh undang-undang. dan kepentingan 
melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan 
umum atau hak-hak dasar orang lain. Kedelapan, non-derogability. 
Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau 
berkeyakinandalam keadaan apa pun.
116
 
Jika 8 (delapan) komponen itu dapat diimplementasikan dengan 
baik dalam kehidupan masyarakat, maka  akan terwujud suasana damai 
penuh toleransi. Setiap komunitas agama akan menghormati komunitas 
lain, dan mereka dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam suasana 
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saling pengertian, penuh cinta kasih. Dalam konteks Indonesia yang 
multi-agama, prinsip kebebasan beragama tak hanya mempunyai landasan 
pijak dalam konstitusi dan undang-undang nasional, melainkan juga 
berakar kuat dalam tradisi berbagai agama dan kepercayaan yang hidup 
ribuan tahun di Nusantara. 
Mengenai soal beragama dan toleransi, Islam tidak mengenal 
konsep pemaksaan beragama. Allah swt. berfirman di dalam al-Qur’an 
Yunu>s (10) : 99  
                   
      
Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) 
memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman 
semuanya.117 
Kerukunan antar umat beragama merupakan satu unsur penting 
yang harus dijaga di Indonesia yang hidup di dalamnya berbagai macam 
suku, ras, aliran dan agama. Untuk itu sikap toleransi yang baik 
diperlukan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar 
kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga, sebab perdamaian 
nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama pandai 
menghormati identitas golongan lain.
 118
 
Persoalan perbedaan hari raya di Indonesia, Haji Abdul Malik Karim 
Amrullah (dikenal Buya Hamka), bisa menjadi teladan tentang bagaimana 
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toleransi beragama yang baik. Tahun 1968, umat Muslim berhari raya Idul 
Fitri dua kali, yaitu pada 1 Januari dan 21 Desember 1968. Dekatnya 
tanggal Hari Raya Idul Fitri dengan Natal kemudian menginspirasikan 
sebagian kepala jawatan dan menteri untuk mengeluarkan perintah agar 
perayaan halal bihalal digabungkan dengan Natal menjadi Lebaran-Natal. 
Sebagian pejabat mengatakan bahwa demi kesaktian Pancasila, Lebaran-
Natal ini dapat membantu kita memahami makna toleransi.
119
 Buya 
Hamka menolak dengan keras toleransi yang semacam itu. Bagi Hamka, 
yang semacam itu adalah toleransi paksaan dan memiliki ciri-ciri yang 
sesuai dengan pandangan sinkretisme. 
Cendikiawan Muslim berpandangan tentang gagasan mewujudkan 
kerukunan umat beragama. Menurutnya nilai keislaman itu tidak hanya 
dipandang dari sudut internal umat Islam dalam berhubungan umat 
seagama tetapi bagaimana sikap orang Islam terhadap agama lain yaitu 
mampukah ia membangun sikap saling bertoleransi dalam beragama. 
Karena sebenarnya kesempurnaan agama Islam adalah karena agama ini 
bersifat mengayomi semua agama yang ada dan sikap itulah yang dulu 
dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada umat lain.
 120
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